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WALI KOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON 

NOMOR  19  TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 14               

TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN 

FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  

KOTA CIREBON  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA CIREBON, 

 

Menimbang : a.  bahwa penyelengaraan Unit Pelaksana teknis pada 

Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kota Cirebon telah ditetapkan dengan 

Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan 

Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, 

namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan 

penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan 

organisasi sehingga perlu diubah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2018 

tentang  Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan 
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Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa 

Yogyakarta  (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah 

beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17              

Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil 

di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551);  

2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
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Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12     

Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan 

Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah (Berita  Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 451) 

9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6       

Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan 

yang Diselenggarakan  oleh Pemerintah Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 69); 

10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7        

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Seri D, 
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Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon     

Nomor 70); 

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9        

Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon        

Tahun 2016 Nomor 9 Seri E); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 

14 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN 

ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah dan Pasal 48 

ayat (2) dihapus dalam Peraturan Wali Kota Cirebon 

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi 

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan 

Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah                                      

Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 

Nomor 14), sehingga diubah sebagai berikut :  

 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga 

Pasal 46 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 46 

(1) Untuk penguatan koordinasi dan memperpendek 

jarak pelayanan, pada Dinas Pendidikan 

dibentuk: 
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a. Koordinator Wilayah Kecamatan Kejaksan; 

b. Koordinator Wilayah Kecamatan Kesambi; 

c. Koordinator Wilayah Kecamatan Harjamukti; 

d. Koordinator Wilayah Kecamatan Pekalipan; 

dan 

e. Koordinator Wilayah Kecamatan 

Lemahwungkuk. 

(2) Koordinator Wilayah Kecamatan adalah Unit 

Kerja non struktural, yang dipimpin oleh 

seorang Koordinator yang berasal dari jabatan 

fungsional pamong belajar atau jabatan 

fungsional lainnya dan atau jabatan pelaksana  

yang diberi tugas tambahan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengangkatan Koordinator sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Keputusan Wali Kota. 

 

2. Ketentuan Pasal 48 (ayat 2) di hapus, sehingga 

Pasal 48 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 48 

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali 

Kota ini, pejabat struktural pada UPT tetap 

menjalankan fungsinya sampai dengan 

diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan 

Wali Kota ini. 

2. dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 

 

Ditetapkan di Cirebon 

pada tanggal 20 Juli 2018 

Pj. WALI KOTA CIREBON, 

 
ttd, 

 
DEDI TAUFIK KUROHMAN 

Diundangkan di Cirebon 

pada tanggal 23 Juli 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 
 

ttd, 
 

ASEP DEDI 

 

 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 19 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA, 
 

 
 
 

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM. 

Pembina Tingkat I (IV/b) 
NIP. 19621001 199703 1 003 

 


